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ABSTRAK

HAK KONSUMEN DAN PIHAK YANG BERWENANG MENGAWASI
PENCANTUMAN KLAUSULA PADA PERJANJIAN BAKU

DI REKENING TELEPON

GANDI SURAGA
502018361

Salah satu perjanjian baku/klausula baku dapat kita temukan pada rekening
telepon. Di Indonesia telepon ditangani oleh pihak Telkom, hal ini menyebabkan
suatu tindakan monopoli yang dilakukan oleh Telkom, padahal datam Pasal 10
ayat (1) UU No 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dijelaskan bahwa: dalam
penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
diantara penyelenggara telekomunikasi. Namun faktanya pengguna jasa telepon
sering kali diragikan akibat memanfaatkan jasa tersebut.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan hak-hak koiisuinen
sebagai pengguna jasa telepon dalam klausula baku di rekening telepon, dan juga
untuk mengetahui dan memahami pihak yang benvenang mengawasi
pencantuman klausula baku pada perjanjian baku
Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa hak-hak yang telah diperoieh
konsumen jika dikaitkan dengan pencantuman klausula baku adalah: hak
jtjformasi. Namun ada hak-hak yang belwn secara optimal mereka perolen yang
justru masih jauli dari harapan, naisalnya hak untuk mendapat kenyamanan, hak
untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak untuk mendapat advokasi dan hak
mendapatkan ganti rugi. Hal ini disebabkan dari konsumen itu sendiri masih
belum benar-benar sadar untuk mempertahankan hak-haknya sementara pelaku
usaha masih banyak yang melanggar, dan juga untuk mengtetahui pihak yang
berwenang mengawasi pencantuman klausula baku agar konsumen tidak
dirugikan akibat pemberlakuan klausula baku adalah: Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK), yang secara tegas diatur di dalam Pasal 52 butir c
Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Katat kunci: Pengguna jasa telepon, pengawasan pencantuman Klausula baku.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam praktek dunia usaha menunjukkan bahwa kedudukan antara pelaku

usaha dengan konsumen sering diterjemahkan dengan pembuatan perjanjian baku

dan/atau klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh

salah satu pihak yang lebih “dominan” dari pihak lain. Dikatakan bersifat "baku"

karena baik perjanjian maupun klausula tersebut tidak dapat dan tidak mungkin

dinegosiasikan atau di tawar-tawar oleh pihak lain.

Tidak adanya pilihan hukum bagi salah satu pihak dalam perjanjian ini

cenderung merugikan pihak yang "kurang dominan" tersebut. Terlebih lagi

dengan sistem pembuktian yang berlaku di negara Indonesia saat ini, jelas

tidaklah mudah bagi pihak yang, cenderung dirugikan tersebut untuk

membuktikan tidak adanya kesepakatan saat dibuatnya perjanjian baku tersebut

atau klausula baku yang termuat dalam perjanjian yang ada.1

Dari aspek hukum UUPK sudah cukup memberikan perlindungan terhadap

konsumen. Namun dalam prakteknya, konsumen sendiri enggan untuk

mengajukan tuntutan ganti rugi gugatan  kepada pelaku usaha, meskipun dirinya

telah dirugikan, alasannya sederhana, dikarenakan konsumen tidak mau repot-

repot dengan urusan remeh-remeh yang prosesnya sangat rumit. Sikap konsumen

seperti inilah yang memberi peluang kepada pelaku usaha untuk bertindak curang

1 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia
Pustaka, Jakarta, 2001, hlm 53

1
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dan cenderung melemahkan kcdudukan konsumen. Disisi lain, pada kenyataannya

pelaku usaha belum banyak yang mengimplementasikan aspek-aspek hukum

perlindungan konsumen dalam usahanya atau boleh dibilang belum memenuhi

dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUPK.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen atau lebih dikenal dengan Undang-undang Perlindungan

Konsumen (UUPK) yang diberlakukan secara efektif satu tahun kemudian (20

April 2000, realitas hak-hak konsumen masih sebatas angan-angan belaka.

Harapan konsumen menjadi “Raja” dengan lahirnya Undang-undang

Perlindungan Konsumen (UUPK) hanyalah impian. Kelahiran UUPK yang

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian

konsumen, mengangkat harkat dan martabat konsumen, sehingga tumbuh sikap

yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, belumlah nampak secara

signifikan.

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen tidak melarang pelaku

usaha membuat perjanjian baku yang memuat klausula baku atas setiap dokumen

dan/atau perjanjian transaksi usaha perdagangan barang dan/atau jasa, selama dan

sepanjang perjanjian baku dan/atau klausula baku tersebut tidak mencantumkan

ketentuan sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) serta tidak "berbentuk"

sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Salah satu perjanjian baku/kalusula baku dapat kita temukan pada rekening

telepon. Di Indonesia telepon ditangani oleh pihak Telkom, hal ini menyebabkan
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suatu tindakan monopoli yang dilakukan oleh Telkom, padahal dalam Pasal 10

ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

dijelaskan bahwa: " Dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan

kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan

usaha tidak sehat diantara penyelenggara telekomunikasi". Namun faktanya

pengguna jasa telepon sering kali dirugikan akibat memanfaatkan jasa tersebut.

Beberapa waktu yang lalu ada kasus konsumen mengeluhkan biaya tagihan

telepon yang sangat besar party line (hiburan langsung dan bebas) cuma jasa

premium call (tarif hemat bertelepon). Jasa premium call berawal dan tayangan

aneka kuis dibeberapa stasiun televisi swasta, yang biasanya berlangsung kurang

lebih 30 detik. Untuk dapat mengikutinya pesorta harus memutar nomor telepon

1809XXXXXX (tarif pulsa nomor tersebut, bukanlah tarif berdasarkan SL1 atau

SLJ.l, namun tarif Premium).

Informasi nomor telepon dan hadiah yang diperebutkan dibuat sedemikian

jelasnya, namun informasi mengenai "tarif pulsa" tercetak sangat kecil dan

kemungkinan tidak tcrbaca oleh pemirsa. Tarif pulsa yang berlaku sangat

bervariasi dari mulai Rp 150,-Rp 300,- per 5-6 detik. Akibatnya para konsumen

menanyakan via telepon mengapa rekening telepon pada kolom Japati (jaringan

pintar teknologi informasi) tercetak biaya untuk Premium call (termasuk layanan

Japati) sangat besar padahal konsumen merasa tidak pernah ikut menggunakan

fasililas tersebut.
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Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian

dalam bentuk skripsi dengan judul “HAK KONSUMEN DAN PIHAK YANG

BERWENANG MENGAWASI PENCANTUMAN KLAUSULA PADA

PERJANJIAN BAKU DI REKENING TELEPON”

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya

sebagai berikut :

1. Apa saja hak-hak kosumen sebagai pengguna jasa telepon dalam klausula

baku di rekening telepon ?

2. Siapa pihak yang berwenang  mengawasi pencantuman klausula perjanjian

baku ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran

terhadap hak-hak konsumen sebagai pengguna jasa telepon dalam klasula baku di

rekening telepon dan pihak-pihak yang berwenang mengawasi pencantuman

klausula pada perjanjian baku, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pada

hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penulisan adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan hak-hak konsumen sebagai pengguna

jasa telepon dalam klausula baku rekeningnya

2. Untuk mengetahui dan memahami pihak yang berwenang mengawasi

pencantuman klausula pada perjanjian bau.
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Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis

yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu

pengetahuan, khususnya hukum perdata sekaligus merupakan sumbangan

pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan

yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan

dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak lerjadi kesimpangsiuran

penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka uraian di bawah ini akan

dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan yang berkaitan dengan jelas skripsi

ini sebagai berikut:

1. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,

maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan (pasal 1 angka 2

UU No.8 tahun 1999)

2. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai benda antara dua pihak,

dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap untuk melakukan suaut hak

sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. 2

3. Perjanjian baku ada apalah hanya menyangkut sepihak saja.  Hal ini dapat

diketahui dari rumusan kata kerja “mengikat diri”, sifatnya hanya dating

dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu

2 R. Wirjono Prodjdikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung, 2004, hlm 8
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adalah “saling mengikatkan diri”, jadi ada consensus antara kedua belah

pihak. 3

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum.

terutama yang bersangkut paut dengan hak-hak konsumen sebagai pengguna jasa

telepon dalam klausula baku di rekening telepon dan pihak-pihak yang berwenang

mengawasi penggunaan klausala pada perjanjian baku, maka jenis penelitiannya

adalah penelitian hukum normatif yang bersilat deskriptif (menggambarkan) dan

tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data

Teknik  pengumpulan  data  sekunder  dititik  beratkan  pada  pcnclitkin

kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti

undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang

berlaku

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para

ahli maupun peneliti terdahulu sejalan dengan permasalahan dalam skripsi

ini

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum

primer dan bahan hokum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan

lainnya.

3 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001,
hlm 224
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Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul maka data tersebut diolah guna mendapatkan data

yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing

yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan,

kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

Analisis data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji

aspek-aspek normative atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif

analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan

menghubungkannnya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang

bersifat umum. 4

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab

dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang

lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan

sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan

mengenai pengertian perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, syarat-

syarat sahnya perjanjian, pengertian perjanjian baku, pengertian

konsumen hak dan kewajibannya, pengertian pelaku usaha hak dan

kewajibannya.

4 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997,
hlm 129
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Bab III Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara

khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti

mengenai apa saja hak-hak konsumen sebagai pengguna jasa telepon

dalam klausula baku di rekening telepon, dan juga mengenai siapa

pihak yang berwenang mengawasi pencantuman klausula pada

perjanjian baku.

Bab IV Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi

dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran.
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